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Jakarta, 4 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), pada 

Kamis (4/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh tiga puluh 

enam perorangan WNI yang memiliki latar belakang dan profesi sebagai Guru Besar, Dekan, mantan 

Dekan, dokter spesialis dan pensiunan Dosen, dan Dosen pada beberapa Fakultas Kedokteran di 

Indonesia. Antara lain Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto,  Prof. Dr. Teguh 

Asaad Suhatno Ranakusuma, dkk. Norma yang diminta untuk diuji adalah Pasal 1 angka 12 dan 

angka 13 serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf d serta Penjelasan, 

dan Pasal 30 ayat (2) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ketentuan tersebut antara lain 

mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, diantaranya menyangkut pembentukan 

kolegium ilmu kedokteran, pemberian sertifikat kompetensi, proses resertifikasi serta badan atau 

lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran 

berkelanjutan. 

 

Dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU a 

quo dimaknai oleh PB-IDI bahwa PB-IDI membawahi Majelis-Majelis dalam lingkungan IDI yaitu 

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan 

Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Padahal seharusnya posisi Majelis-Majelis 

tersebut bersifat otonom atau independen dalam tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal 

ini dinilai Para Pemohon berdampak pada monopoli PB-IDI dalam dunia kedokteran, mulai dari 

pendidikan sampai ke pelayanan profesi dan kesehatan. Selain itu, Para Pemohon juga 

mempersoalkan frasa kolegium yang “dibentuk oleh organisasi profesi” dalam ketentuan Pasal  1 

angka 13 UU a quo. Ketentuan tersebut dirasa membuka peluang intervensi organisasi profesi IDI 

terhadap kolegium, padahal seharusnya kolegium berada dalam ranah pendidikan dan IDI berada 

dalam ranah pelayanan profesi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kolegium 

seharusnya adalah kepanjangan tangan IDI dalam melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan 

Kedokteran Berkelanjutan (Continuing Professional Development) dan penerbitan Sertifikat 

Kompetensi untuk menjamin kelaikan seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya  

Selanjutnya Para Pemohon menginginkan agar kolegium dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengampu cabang ilmu haruslah disahkan, dibina dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini 

Konsil Kedokteran Indonesia. (shella) 
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